NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

DAMN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

NOMOR :\w/. \0 ~HM .04, 0% - §37
NOMOR : 1216/HK.02.00

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua nbu dua puluh lima
(31-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang berlanda tangan di bawah Ini:

l. ROMI YUDIANTO

Il. HENDRA HIDAYAT .

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus

Jakarta yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 24
Cawang, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Datam hal ini menjalani jabatannya tersebut, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-
85.KP.03.03 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan
Manajerial Dan Mon Manajerial serta Pengangkatan Dalam
Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum, oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakaria.

Unluk selanjulnya disebul PIHAK KESATU.

Wallkota Kota Administrasi Jakarta Utara yang berkedudukan di
Jalan Laksda Yos Sudarso 27-29, Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana
tersebul di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur
Daerah Khusus |bukota Jakarta tanggal 31 Oktober 2025, oleh
karenanya sah berfindak uniuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi
vaitu melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama,
pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan
nukum

PIHAK KEDUA adalah Unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu
Gubamur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan memiliki fungsi
salah satunya sebagai penyelenggara pengelalaan hukum, ketatalaksanaan, dan
pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

bahwa untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakal, khususnya masyarakal
miskin dan kelompok rentan, serta mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara
merata, PARA PIHAK perlu bersinergi dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum
(Posbankum) di tingkat Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesual dengan kedudukan dan kewenangan masing-
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan MNota Kesepakatan
lentang Pembentukan Pos Banluan Hukum Kelurahan di Wilayah Kola Administrasi
Jakarta Utara. dengan ketentuan dan syaral-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

Paralegal adalah seliap orang yang berasal darl kemunilas, masyarakal, alau
Pember Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi
sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum
di pengadilan.

Mon-Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadiian.

Certified Paralegal of Legal Aid {CPLA) adalah gelar non-akademik bagi paralegal
yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar serta
memperoleh serifikal resmi dar Badan Pembinaan Hukum NMasional (BPHN),
Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pengakuan kompetensi dalam
pemberian bantuan hukum non-litigasi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)} adalahunsur penunjang di
lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas merumuskan,
membina, dan mengembangkan sistem hukum nasional, termasuk penyuluhan,
bantuan hukum, serta pembinaan paralegal.

Surat Tanda Register {STR) adalsh tanda bukti resmi yang diterbitkan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarla bagi paralegal atau Pos
Bantuan Hukum di kelurahan yang telah terdaftar, sebagai legitimasi pelaksanaan
tugas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.



6. Pos Bantuan Hukum Kelurahan yang selanjuinya disebut Posbankum Kelurahan
adalah layanan hukum secara gratis yang diberikan kepada masyarakat kelurahan
oleh paralegal kelurahan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

{1) MNota Kesepakalan Inl dimaksudkan sebagal pedoman bagl PARA PIHAK dalam
menyinergikan pembentukan Posbankum Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Utara.

(2) Nota Kesepakatan inl berlujuan unluk memanfaatkan dan  menyinergikan
kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam memberikan layanan bantuan
hukum kepada masyarakat kelurahan secara gratis, cepat, dan tepat sasaran di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pasal 3
OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah Pembentukan Posbankum Kelurahan di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Fasal 4
RUANG LINGKLP

Fiuang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi;

penetapan Posbankum Kelurahan;

pendidikan dan sertifikasi Paralegal;

penyiapan sarana dan prasarana,

penyiapan Standar Operasional Prosedur (S0P) Posbankum Kelurahan:
pelaksanaan Posbankum Kelurahan; dan

sosialisasi hukum kepada masyarakat.

"o oD o

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup
Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kera yang
merupakan baglan lidak terpisahkan dar Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Mota Kesepakatan inl dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Untuk menindaklanjuli Mota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PIHAK KESATU menunjuk;

a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta; dan

b, Penyuluh Hukum.



(3} Untuk menindaklanjuti Mota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK KEDUA menLinjuk:
a. Kepala Bagian Hukum; dan
b. Lurah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Mota Kesepakatan ini berfaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani
PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan
secara lertulis kepada PIHAK [ainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka
waktu Mota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8
FEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak
mengikal sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kerja.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan
keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Mota Kesepakatan ini,
kecuali informasi yang sifatnya sudah dikelahui oleh umum atau sepatulnya
dikategorikan sebagal informasi yang dapat diketahul oleh masyarakat luas alau
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2} PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pihak lain manapun lanpa perselujuan tertulis dar pihak lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus
berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun MNota Kesepakatan ini berakhir,

FPasal 10
PEMANTALUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota
Kesepakatan Inl secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setahun
dan/atau apabila sewaklu-wakiu diperlukan sesual dengan kesepakalan PARA
PIHARK.

{2) Hasll pemantauan dan evaluas! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam
benluk laporan pemantauan dan evaluasl untuk menjadl laporan bersama PARA
PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.



Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi halkhal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan
kahar seperli antara lain letapl tidak lerbatas pada bencana alam dan non-alam,
kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabolase yang
mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian
maupun seluruhnya maka PARA FIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan
inl dan apabila idak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing
PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya
akan diselesalkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya
penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus
memberitahukan secara resmi dan lertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak lerjadinya keadaan kahar.

{3} Apabila dalam wakiu 14 (empat belas) han kerja sejak diterimanya pembaritahuan
tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberilabuan, maka adanya
keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujul.

Pasal 12
PEMGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

(1) Mota Kessepakatan inl berakhir apabila:
a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka

waktu berakhir; dan

b, Terdapal kelenluan peraturan perundang-undangan atau Kebijakan yang tidak
memunakinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

(2} Berakhimya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan b
dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh
PARA PIHAK

Pasal 13
SURAT MENYURAT

(1) Segala pemberitahuan terkail dengan pelaksanaan Mota Kesepakatan ini harus
disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat,
dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut
a. PIHAK KESATU

Pejabal Penghubung . Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kemenlerian
Hukum Daerah Khusus Jakarta

Alamat © Jalan M.T. Haryono Nomor 24 Cawang, Kofa
Administras: Jakarta Timur

Nomaor Telepon - (021) 8090704

Surat Elektronik o kanwildki@kemenkum go.id



b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung . Hepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta
Litara

Alamat . Jalan Laksda Yos Sudarso 27 -29. Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor Telepon Do (021) 4301124

Surat Elektronik . umum-jakuti@jakarta.go.id

(2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Mota
Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal lerdapal perubahan alamal korespondensi sebagaimana dimaksud pads
ayat (1), perubahan tersebul wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 7 (tujuh) han kerja sebelumnya.

{(4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada
ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan bearlaku.

Fasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan
dengan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan

mufakat PARA PIHAK.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADEMNDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan seria hal-hal yang belum
cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan perselujuan
tertulis dan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada har dan
tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 {dua) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.




LAMPIRAN
NOTA

KESEPAKATAN

ANTARA  KANTOR

WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA DAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
Dl WILAYAH KOTA ADMINISTRAS| JAKARTA UTARA
MOMOR ; oo -v Da 05— 31y
NOMOR : 1216/HK.02.00

DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

JADWAL TAHUN TUGAS DAN TANGEUNG JAWAS
PROGRAM / TAHAPAN SUMBER PIHAK KESATU PIHAX KEDUA
["0] KeciaTan kEsiATAN | MRS Tpana T lanadanzdz0ze0ea FERANGBUNG KEGIATAN PENANGGUNG SLIFIY OUTCoME
JAWAB JAYABR iy b
(1) i2) &) (4] (5] {67 | (T) ] ()] 1) {10} {11} (12 (131 (14 {15]

1. | Panatapan 1. Menetapkan LKl APBM v v Y| Penyulub d.Mambarikan Sural Lurah Mangusulkan okasi &. Tersadianys lokasi ﬁm-ujudnya
Fosbhemkum ksl Jakaria FHukum Tanda Fegiler [STR) Posbankum Kelurahan Poshankum Katurahan Posbankum
Kalurahan Pashbankum kepada Lumah yvang kepada PIHAK KESATU | b, Tersediznye dasar Fslurahan resmi di

Fiurahan telah rmembantuk dan yarg disesuaikan kengal formal satiop kalurahan
Mesnata dengan ketersadsaan pembanbukan wnluk memrnsdahkan
Posbankum Kalurahan lempat di witayah Posbankum Kelursbamn masyarakat
kelurahan dengan Panatapan mengakses barluan
Kepala Kantor hukum
Wilayah Kerrenieran
Hukuzn Dasarah
Khesue Jakarta
Penyuluh b-Menatapkan Ditetapkanmya Tersadianys dasar
Hukum pemsenlibkan pambantukan nukum resem bagl
Fersbankum Kalurahan Posbankum Kelurahan | penyelenggaraan
dangan keputusan mikalui Sural Posbankum
Fepala Kardor Wilayah Kepulusan Kepata Kaelurahan di
Hukum Diaersh Kanior Wikayah wilayah DKl Jekarts
Khugus Jakara Kemanterian Hukum
Ciaarah Khusus Jakada




JACWAL TAHUM

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAD

FIHAK KESATL

PROGRAN | TAHAPAN SUMBER PIHAK KEDLUA
MOl KEGIaTaN keciataN | YOS Tpang  [anedanedzosneozd FERANGEUNG KEGIATAN PENANGGUNG TR, R EHTmOE
JAWAS JANYAR
(1] (21 () 4] (5] {6) ] (7} 83| (B} (10 (1) (12} 113] 9 (15}

2, Menyusun Drl APBN S IERERER LT Maryugun dan Lurah Mamberikan masukan | Tersedianya ketentuan | Tersedianya calon
persyaraian Jakara Hidkurm rrenetaphan terkait kompetansi parsyaratan paralegal yang
kompatensi pereyaralan daniatau kuakifikasi kampelensi daniatau mamiliki Kompelens|
dan/atau kompebensi danfatau calon Paralegal kepada | kualllikasl Kadarum dhamiatan kisablikasi
rualifisasi calon huzalifikasi calon FPiHAK KESATU calon Paralegal yang BEELRI
Paralagal Farakzgal berdasarkan komdis) ketentuan

wilinypah

3. Meneapkan Dkl AFEM NERERER LT hManarbitkan nama Lural Mengusulkan calon Ditetapkanmya narmsa TersediEanya daftar
Calon Parslecal | Jakarla Hukurm c2lon Paraliagal sesual Paralagal aeaual calon Paralegal yang calon Farakegal
SEgak hetantuan petunjuk teknis PIHAK diusulican okah resqr i setisg
persyaraian KESATL katlurahan dan kelurahan, yang
yang ditentukan ditarbitkan oleh PIHAK. | siap mengikudi

KESATU sesual proses palatihan
ketenbuan dan dapat
menduking
pelayanan baniuan
huikwm bagl
Frsyaraka
2, | Fandeikan  Mamwisnggamkan | OKI AFPEN N ENEAER LTS a.Membarkan Kepala Bagian Membernkan Tedaksananya Tarsadianya
dan seifias pendidikan dan Jakaria Hukuim pandidikan dan Huhkum pendampingan dalam pendidikan dan Parakal yang
Panalegal Eerlifikasi untuk pelatinan kepada pelaksanaan gartifkasi Kadarkum memiliki kompetansi
menjadi Faralegal Paralegal pendidikan dan danfaiau komponen dan legltsmas: uniuk
serifikasi Paraiegal masyarakat lalnnya rrulaksanakan
yang diselanggarakan gelain Aparaiur Sipil tugas
oieh PIHAK HESATU Megara, Tentara
Masional Indonesia,
Kepnlisian
Repubkk Indonesia,
dan Advokat
Penyuluh b.Mongaordinasikan Torselenggaranya Tervwuudnya
Hukasm dangan BPHN terkad koordinasi dengan Pk sanaEn
aspek ieknis BFHN tnrkai aspak sertfikas Paralegal
serilikas) CPLA teknis palaleanaan yang lerarah dan
{Cartified Paralegal sedlifikasi CRPLA selaras dengan
of Legal Aid) kehijakan BPHN




TADWAL TAHUMN

TUGAS DAN TANGEUNG JAWAD

PROGRAM / TAHAPAN SUMBER PIHAK KESATL PIHAK KEDUA
MOl “kEGIATAN keGIaTan | MORASH Thana NZLJEDEE 2027)2026f PENANGGLNG KEGIATAN PENANGGUNG — ouTPUT OUTCOME
JAWAE JalvaE
i1 (2] i3] {4 (5] 18) | (T3] {8)] (8) (10 (11] (12 (13 i14) 115}
Py iuh o Menarbitkan Kariu Tarbitnya Kartu Tersadipmyn
Hukum: Identstas sera Sural Idantitzs dan Sural legitimasi bagi
Tugas Paralagal Tugas bagi Paralegal Parakegal dalarm
vang telah menguli mambarikan
pendidikan dan pelayanan baniuan
L L sortifikasi hukum di kelurahan
3. | Panyiapan Menyedikan DKl APBD | v ] ¥ |+ |Penyulh Mamberikan dukungan | Lurah Menyediakan ruangan | Teraksananya Tersadianys sarana
garana  dan| samna dan Jakana Hiskiirn {eknis, koordinasi, dan Pasbankum di wilayah | pemediaan sarmna dan | den prasarana
prasaEna prasarana fisik rekomendasi standar Kelurahan guna prasarana fisik Fosbankyem
Posbankm kebuluhan sarana mandukung kegiatan Posbankum Kelurahan | Kelurshan yang
Kalurahan Posbankum Kelurahan Paralagal witluk mendukung ramads sshngoa
kagiatan Fosbankum kogiatan pamberian
Kedurahan Dantuan hukum
dapal beszian
—_= exfhkkif
A | Panyispan Panyiapan SOP Dkl APBM | ! i | % | Penyokd & Membual S0P Lurah a. Memben masusan Terlaksananyi Tersadianya S0F
Standar Posbankum Jakaria Hukum pEnyRlENOOaaaEn dalam penyuesunan pelyanan Posbankum | Pasbankum
Operagional | Kelurahan Posbanksm S0P aleh PIHAK Keturahan sesyai SOP | Kelurshan sebagal
Prosadur Helurahan sesuat KESATU yang ditatspkan panduan
(S0P} keletuan yang pelaksanaan
Poshamkum barkaky pelayanan
Kalurahan Fosbankum
Félurahan kapads
e masyarakal
Panyuhksh b Melakukan Lurah b. Pemnyampaian susal Tarsadiznya Teraksananya
Hukum peEmbErEn rjukan parchanan rujukan | mekaniEme ujukan penarsganan
bagi Posbankum dar Posbankum bragi Posbankum parkara iligas:
Heturahan Kelurahan kepada Kefurahan dalam secar lepal dan
wduk sengheta Kanlar VWeayah panangenan sengkats | Sesual kelentuan
hukum yang Kementerian Hukum | hukum yang mangamah | vang bedaky
mengarah pada Daerah Khusos pada litigasl
litigasi baik oleh Jakaria apabila
sdvokat yang terdapal senghsts
tergaburng dalam Friburn yang
Pombari Bantuan mangarah pada
Hukum terakrediias litigaal
maupun Advokat
yang {argabung
datam Organisasi
it |




JADRVAL TAHLIN

TUGAS DAN TANGEUMG JAWAS

PROGRARM / TAHAPAN SUMBER FIHAK KESATL FIHAK KEDLS
NG| wEcTan | kEGATAN | OFASY Tnane Losdeoodz0o72028 FERANGEONG KEGIATAN FENANGGUNG e Zdiio SHTEONG
JAWAR JAVWAE
{1 1) EH (4 = (8) | (V1] 18} ] &) (10 (11) {1d) (13 ;14 (15}
Fepala Divisi c.Manetapkan S0F Kapala Bagian c. Manerima salinan Ditetapkannya SOF Tarselanggaranya
Peraturan punyelengoaraan Hudkum KetEapan S0P PEMyelaasaEn Poshsnkum
Patundang- Posbanksm panyslenpoaraan Postankum Kelurahan | Kelurahan
urdsngan dan Heksrahan Fostankum Berdasarkan
Pembinaan Felurahan prossdur yang
Hukum Kantor lerstandar can
Wilaysh semgam di selurub
Femanicrian weilzyah
Hukum
Dascan
K hiugaes
Jakarta
Peniyuiuh d.Membarikan STR Lurah d. Menerima STH dan Diterimanya 3TR oleh Taiaksananya
Hukum kepada Lurah di PIHAK KEEATU dan | Lurah sebagai dasar pelayanan dan
Halurshan yang mandukung pelaksanasn operasional
dilatapkan pelaksanaan Fosbankum Kelurahan | Poshankum
PERELSEpEDN Felurahan sesuai
Poshankum keientuan yang
Kaelurahan berlaku
. | Pelaksanaan | Melaksanakan DKl APEN w | v | 4[4 | Penyukdh a Memberikan Lurah Melakukan Terdaksananya layenan | Tersedianya
Posbenkum layanan Jakana Hukum pendampmgan stas pemanlauan tethadag bantuan hukum bagi layanan
Kelurahan pambarian pelsksanasn palaksanaan skl makal Poebankum
bantuan hwsum pEmberian banan pendampingan Posbankum Kelurahan | Kelurahan yang
bagi rroesyarakal tukum oieh permberian banfuan afektif dan
melaiui Parslenal hukurn oleh Farabegal bk lanjulan
Posbankum yang dilakukan alah sehingga
Kekuraln PiHAR KESATU masyarakal
mEmparckn akses
bantwan hukum
yang menadad
Paryuluh b.Mambarikan Teralokaskannya Terselanggasanya
Hukum honorarium dan hanararium dan pelaksansan
hiaya operasional dukumigan biaya FPosbankum
bagl paralegal dan operagicnal bagi Kalurahan medalul
kagatan panabesal Faralegal dalam dukurgan surmiser
pelaksanaan kegiatan | daya yang memadai
Postzankum Kaelurahan
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PROGRAM | TAHAPAN BUMBER J “PIHAK KESATU PIHAK KEDUA,
MO keGiATAN KEGIATAN LOKASH “oame  la02g20ze20om2006) PENANGGUNG KEGIATAN “PENANGGUNG v ol SUrCONn
TAVAR AWAE KEGIATAN
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6. | Soshallsasl Melaksanakan [l SPEN 'REREREN T Membarian Kepaia Bagian Mambarikan Tevlaksananya Tersedianya
hukum kegiatan Jakarta Hiskiirri pandampingan tekinis | Hukum pendampingan dalam | kegisian sosiaisasl sosiaisasl hukim
kepada pemobafeasan kapada pelaksana pefaksanaan soaipisasl | dap edubasi hukum guna meningkatican
FrGdyarakad infarmasi dan soglalisas hukurm di hukum di wilayahnya, kepada masysrakst pemahaman

mdukasi hukum kalurahan tarmasul panypadiaan rrsasyinak
kapada tempat, fasilitas, dim
masyarakat undanpan peseda




